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BAB III 

PENUTUP 

A.  KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan 

penyebab terjadinya tindakan kekerasan di LAPAS adalah : 

a. Hilangnya kekebasan untuk melakukan aktifitas terhadap 

lingkungan sosial yang lama. 

b. Kebiasaan buruk yang biasa dilakukan sebelum masuk kedalam 

LAPAS, misalnya mencuri. 

c. Sikap senioritas yang kerap terjadi. 

d. Sifat emosional yang berlebihan. 

e. Perebutan makanan. 

f. Kurangnya dukungan dari keluarga. 

g. Kekurangan petugas pemasyarakatan dalam melakukan 

pengawasan dan pembinaan 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka, sanksi yang 

diberikan bagi narapidana yang telah terbukti melakukan tindakan 

kekerasan adalah : 

a. Bagi narapidana yang melakukan tindakan kekerasan dalam 

kategori  sanksi ringan dan sedang akan dilakukan penyelidikan 

oleh pihak LAPAS  dan dijatuhkan hukuman disiplin/ tindakan 

disiplin dari LAPAS yaitu berupa : 
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1. Pemberian teguran oleh wali narapidana dan petugas 

pemasayarakan 

2. Pencabutan hak tertentu dari napi, (pencabutan hak cuti 

menjelang bebas, pencabutan hak bebas, tidak dapat 

menerima kunjungan dari keluarga) 

3. Penempatan narapidana di ruangan preventif atau sel kering 

selama 1 minggu. 

b. Bagi narapidana yang melakukan tindak kekerasan dalam kategori   

sanksi berat akan dilakukan penyelidikan/pemeriksaan  oleh pihak 

LAPAS dan pihak kepolisian, setelah itu bila benar-benar terbukti 

secara sah maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan  pasal 

kekerasan dalam KUHP 

 

B. SARAN 

1. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa untuk 

mengurangi terjadinya faktor penyebab kekerasan adalah dengan 

menjalin hubungan komunikasi yang baik antara sesama narapidana 

selama menjalani masa hukuman, sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman yang menyebabkan tindakan kekerasan. Beberapa 

cara yang dapat diterapkan antara lain dengan cara melakukan 

kegiatan-kegiatan yang positif, seperti melakukan pertandingan 

persahabatan sesama napi antar lembaga pemasyarakatan, melakukan 

menambah petugas pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan dan 

 

 



61 
 

 

pembinaan, terutama petugas keamanan, memperbanyak interaksi para 

napi dengan wali dari narapidana itu sendiri dan memperdalam nilai-

nilai keagamanan serta menambah fasilitas LAPAS, seperti 

memperbesar perpustakaan untuk narapidana, agar dapat meluangkan 

waktunya untuk belajar, sehingga narapidana mempunyai kegiatan 

yang positif selama  menjalankan masa hukumannya. dan menciptakan 

keamanan dan ketertiban dalam sistem pemasyarakatan. 

2. Sanksi yang diberikan kepada narapidana bukan hanya bertujuan untuk 

memberikan efek jera tapi juga dapat menyadari kesalahan yang 

dilakukan. Bentuk sanksi yang diberikan kepada napi harus bersifat 

tegas agar tidak ada keingganan untuk melakukan pelanggaran selama 

menjalani masa hukuman. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan 

bentuk pelanggaran dan tidak bertentangan dengan HAM. 
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